
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,
antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih Tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

24.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 mengalami perubahan semula
berjumlah Rp. 1.637.508.696.173,16,- Bertambah
Rp. 48.769.566.225,34,- menjadi Rp. 1.686.278.262.398,50,-
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. Semula Rp. 1.637.508.696.173,16
b. Berkurang Rp. 48.769.566.225,34
Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp. 1.686.278.262.398,50

2. Belanja :
a. Semula Rp. 1.584.555.595.823,16
b. Bertambah Rp. 56.621.779.716,10

Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp. 1.641.177.375.539,26

Surplus setelah Perubahan Rp. 45.100.886.859,24



3. Pembiayaan :
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan

Rp. 63.340.000.000,00
Rp. 8.410.102.977,76

Rp. 71.750.102.977,76

Rp. 116.293.100.350,00
Rp. 557.888.487,00

Rp. 116.850.989.837,00

(Rp. 45.100.886.859,24)

Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 peraturan ini terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 32.154.367.917,10
2) Berkurang Rp. 942.450.132,64
Jumlah Pendapatan
Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 31.211.917.784,46

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.195.300.370.101,00
2) Bertambah Rp. 35.218.273.573,00
Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 1.230.518.643.674,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 410.053.958.155,06
2) Bertambah Rp. 14.493.742,784,98
Jumlah Dana lain-lain
Pendapatan Daerah Yang
sah setelah Perubahan Rp. 424.547.700.940,04



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah
1) Semula Rp. 11.057.130.849,65
2) Bertambah Rp. —Jumlah Pendapatan Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp. 11.057.130.849,65

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 3.005.871.250,00
2) Bertambah Rp. —
Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp. 3.005.871.250,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 5.444.981.100,64
2) Berkurang Rp. 942.450.132.64
Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 4.502.530.968,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1) Semula Rp. 12.646.384.716,81
2) Bertambah Rp. —Jumlah lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 12.646.384.716,81

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp. 48.760.700.941,00
2) Berkurang Rp. 4.502.758.267,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
Setelah Perubahan Rp. 44.257.942.674,00

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 789.442.526.000,00
2) Bertambah Rp. --
Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan Rp. 789.442.526.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 357.097.143.160,00
2) Bertambah Rp. 39.721.031.840,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp. 396.818.175.000,00



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

Rp. 114.488.714.397,99

d. Pendapatan Lainnya
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 222.248.028.500,00
12-

Jumlah Dana Penyesuaian
setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan Lainnya
setelah Perubahan Rp. 222.248.028.500,00

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah Pendapatan Hibah
setelah Perubahan

3.101.549.000,00

Rp. 3.101.549.000,00

b. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
1) Semula Rp.
2) Bertambah/Berkurang Rp.

84.709.409.042,05

Jumlah Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan Rp. 84.709.409.042,05

c. Dana Penyesuaian
1) Semula
2) Bertambah

Rp.
Rp^

103.096.520.613,01
11.392.193.784,98

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 peraturan ini terdiri dari :

a. Belanja belanja tidak langsung
1) Semula Rp. 912.157.219.995,85
2) Berkurang Rp, 2.098.040.029,84
Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan Rp. 910.059.179.966,01

b. Belanja belanja langsung
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah belanja langsung
setelah perubahan

672.398.375.827,31
58.719.819.745,94

Rp. 731.118.195.573,25



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a pasal ini terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 663.783.033.328,71
2) Berkurang Rp. 412.382.343,70
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 663.370.650.985,01

b. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 29.678.996.700,00
2) Bertambah Rp. 773.196.450,00
Jumlah belanja Hibah
setelah perubahan Rp. 30.452.193.150,00

c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 4.967.050.747,14
2) Berkurang Rp. 2.747.067.455,14
Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 2.219.983.292,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota
dan Desa
1) Semula Rp. 210.955.517.210,00
2) Bertambah Rp. 204.976.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 211.160.493.210,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1) Semula Rp. 772.622.010,00
2) Berkurang Rp. 83.237.319,00
Jumlah belanja bantuan keuangan
Kepada Partai Politik
setelah perubahan Rp. 855.859.329,00

f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. —
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b pasal ini terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 78.107.863.000,00
2) Berkurang Rp. 2.972.741.000,00
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 75.135.122.000,00



b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 283.694.132.218,00
2) Bertambah Rp. 12.573.426.518,29
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp. 296.267.558.736,29

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 310.596.380.609,31
2) Berkurang Rp. 49.119.134,227,65
Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp. 359.715.514.836,96

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
peraturan ini terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 63.340.000.000,00
2) Bertambah Rp, 8.410.102.977,76
Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 71.750.102.977,76

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 116.293.100.350,00
2) Bertambah Rp. 557.889.487,00
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 116.850.989.837,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
pasal ini terdiri dari jenis :

a. Penerimaan Pembiayaan SILPA tahun anggaran
sebelumnya
1) Semula Rp. 11.340.000.000,00
2) Bertambah Rp. 8.410.102.977,76
Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 19.750.102.977,76

b. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. 52.000.000.000,00
2) Bertambah Rp, -
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan RP. 52.000.000.000,00



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
pasal ini terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp. 3.401.549.000,00
Jumlah Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan Rp. 3.401.549.000,00

b. Pembayaran Hutang Rentensi dan Pembayaran Kepada
Pihak Ketiga
1) Semula Rp. 116.293.100.350,00
2) Berkurang Rp. 2.843.659.513,00
Jumlah Pembayaran
Pokok Utang setelah
Perubahan Rp. 113.449.440.837,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi ;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi
Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai
Pergolongan dan Perjabatan;



7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

8. Lampiran VIII : Daftar pinjam daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan akan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

*

KHLIS BASRI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ditetapkan di Kota Agtmg
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI TANGGAMUS.

BAMBANG KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 139

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 6/TGS/2016


